PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JALAN KH. ABDUL HALIM NOMOR 97 MAJALENGKA 45418
Telephone (0233) 8286599, 8286600 Faksimile (0233) 8286600
Email : dpmptsp@majalengkakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 503/ /»} /DPMPTSP/ 1I /2021
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) POS PAUD HARAPAN BUNDA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAJALENGKA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan beserta lampirannya dari Saudara, Imas Herlina, S.Pd
tanggal 27 Agustus 2020 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan berdasarkan
Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor  073/117- Disdik tanggal 21 Januari 2021 Satuan Paud
Sejenis (SPS) POS PAUD HARAPAN BUNDA dinyatakan memenuhi syarat untuk menyelengarakan
Satuan Paud Sejenis (SPS);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan imana huruf a dan sesuai dengan ketentuan pasal 62
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional di%andan? periu
diterbitkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini Satuan Paud Sejenis (SPS) POS

PAUD HARAPAN BUNDA yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka.

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) imana
telah diubah dengan Undang;tL)Janda Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kal
Purwakarta dan Kabupaten ng n mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat

Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
epublik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional-. (Lembaran Negara
ﬁepub |§3Bnlc§one;ia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
omor 3 ‘

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang—Undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004temang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005.Nomor 41 Tambahan Lembaran Négara Republik
nesiaxNomor 4496), Sdaaﬁ;aimana telah diubah dengan Perats u,:-‘;*i,‘_' emerintah Nomor 19

" Tahun 2005 TenlarrﬁbaStandar ! asbnatPg'gpdlsa_néiLembam Re, esia :

2013 Nomor 71 Tambahan | .gn‘t;alaqilﬁeggm!ﬁ%‘lfl‘{ngq 4

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38, Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan’ Pemerintah Antara

Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 0  Perangkat Daerah  (Lembaran
Negara ublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4750); s i

8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Taf’ﬁﬁEEQOOB tenta Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik In%on&sla Tahun 2008 No %“ 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4864); © RN Z

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelengaraan
Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara. Reg;bngi Indonesia Tahun 2010 Klomor 23)
Sebagaimana telah diubah dengan' Peraturan natah Nomor 66 tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang
Standar Pendidikan Usia Dini;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013
Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013
Nomor 877) Sebagaimana Telah diubah dengan Pewraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

blik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279); ;
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